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Mengingat

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 20 /43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PARA PEJABAT YANG DITUNJUK DAN DIBERI
WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN DAN

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

1.

TAHUN 2024
BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 periu
ditetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Penerimaan Pembantu di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten
Katingan Nomor : 900/162/DK20P-1/I11/2024 tanggal 15
Maret 2024, Hal : Daftar Usul Nama Pejabat yang Ditunjuk
dan Diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, sehingga
perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan para Pejabat
yang di Tunjuk dan di berikan Wewenang sebagai
Bendahara Penerimaan. dan Bendahara Penerimaan
Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N~mor
4180);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubsah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahu:. 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 92);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabw. paten
Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022
Nomor 692);

20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2023 Nomor 767) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2024 Nomor 777);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PEJABAT
YANG DITUNJUK DAN DIBERI WEWENANG SEBAGAI
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 2024.

Para Pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang sebagai
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dianggap
cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan
kepadanya sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

Tugas dan tanggung jawab para pejabat yang ditunjuk pada
diktum KESATU agar berpedoman pada ketentuan Pasal 16,
Pasal 138 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Apabila terjadi penggantian pegawai karena mutasi dan karena
sebab lain maka pejabat pengganti dapat diusulkan oleh Kepala
Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Bupat Katingan
untuk ditunjuk dan ditetapkan kembali dengan Keputusan
Bupati Katingan,;

Spesimen Tanda Tangan, Paraf dan Cap Stempel Dinas/
Badan/Kantor/Instansi agar disampaikan kepada Bupati
Katingan u.p. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan;

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati
Katingan Nomor 020/18 Tahun 2024 tentang Penetapan Para
Pejabat yang ditunjuk dan diberikan Wewenang sebagai
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
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KETUJUH

KEDELAPAN

Tembusan :

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah masing-masing Tahun Anggaran 2024;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, de~<an
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya;

1 Ketua Badan Pemeriksa Keéuangan Republik Indones1a di Jakarta :
u.p. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Hgpm e

Inspektur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :

u.p. Kepala Bagian Hukum;

Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kasongan.
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